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TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN
GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI L/IMPUITG

Menimbang

GT'3ER!II'R LIIUPUIYG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (l)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tertang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 815794 lM.SM.Of.00/2025 hal Persetujuan
Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung, tanggal 27 November 2025, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemerintah
Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tent-ang Aparatur
Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahut 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 20ll tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2Ol1 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darr
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keda;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan
Aparatur Sipil Negara;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O23 tentang Jabatan
Fungsional;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2O2 I
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 37 Tahur. 2024;

1. Surat Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan
Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kemeterian Pekedaan Umum Nomor : KP 1001-Cg/O833
tanggal 22 Oktober 2025 hal Rekomendasi Usulan Formasi
Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan
Penyehatan Lingkungan;

2. Surat Menteri Pendayagunaal Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor : 815794 1M.SM.01.00/2025
hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 27
November 2025;

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAIT GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
KEBUTT'HAI| JABATA.IT FI'NGSIOI|AL PENATA KELOLA
BANGUIYAN GEDUNG DAI{ KAWASAN PEMUXIMAN
PEMERINTAII PROVIITSI LI\HPT'ITG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Pemerintah
Provinsi Lampung dengan rincian kebutuhan dan peta jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Bangunan Gedung dal Kawasan Pemukiman sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk
penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal g*/ -
GUBERITUR LAMPUNG,

2026

RAIIMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD ProYinsi Lampung di Telukbetung;
5. lnspektur Provinsi tampung di Bandar lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi tampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan pengilotaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi tampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Selaetariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
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LAMPIRAN I

RIITCIAX I(EBUTUHAIT JABATAN FUNGSIOITAL
PENATA I(EI,OL/T BAXGUITAN GEDUNG DAIT KAWASAIT PERilUXIIIIAI{

PEMERINTAII PROVINSI LII}IPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : cl/6 tB.o7 tHKt2o26
TANGGAL : 7'- /'- 2026

NO. NAMA JABATAN KEBUTUHAN

1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provlnsi Lampung

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Pemukiman Ahli Pertama

4 Orang

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Pemukiman Ahli Muda

3 Orang

Penata Kelola Bangunan Gedung dab Kawasan
Pemukiman Ahli Madya

2 Orang

Jumlah 9 Orang
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LAMPIRAN II LAMPUNG
lHKl2026

2026

PETA JABATAI{ FUIIGSIONAL
PENATA XELOLA BANGI'NAN GEDT'ITG DAN KAWASAN PER T'XIUAN

DII{AS PERI'UAHAN, KAWASAN PER.MI'XIUAN DAI{ CIPTA KARYA PROVINSI LAIIPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

KEPUTUSAN
NOMOR i

TANGGAL :

GUBERNUR
ct/l ta.ot'9- /

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPIA KARYA PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARTAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
l{ama Jabatan Kebutuhan

4 Orang

Penata Kelola
Bangunan Gedung dan
Kawasan Permukiman
Ahli Pertama

3 Orang

Penata Kelola
Bangunan Gedung dan
Kawasan Permukiman
Ahli Muda

2 Orang

Penata Kelola
Bangunan Gedung dan
Kawasan Permukiman
Ahli Madya

BIDANG


